LAMPIRAN
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11.

12.
13.

14.
15.

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Partai NasDem

Bagaimana pandangan Partai NasDem terkait dengan maraknya praktik mahar
politik menjelang Pilkada?

Bagaimana seharusnya partai berperan dalam menyikapi praktik mahar politik
tersebut?

Apa pandangan Partai NasDem terkait mahar itu sendiri?

Mengapa Partai NasDem mengambil langkah untuk mencetuskan politik tanpa
mahar?

Bagaimana mekanisme implementasi politik tanpa mahar di dalam Pilkada?
Adakah aturan tertulis yang mengatur mekanisme gerakan politik tanpa mahar?
Bagaimana proses penentuan kandidat yang akan diusung, padahal kandidat yang
diusung bukan kader partai?

Mengapa berani mengambil keputusan mengusung bukan kader partai dalam
Pilkada DKI Jakarta?

Apakah Partai NasDem menanyakan pada saat awal pencalonan terkait dengan
kemampuan finansial kandidat dalam menghadapi Pilkada?

Apakah ada kontrak politik yang dilakukan antara partai dengan kandidat?
Adakah kewajiban secara finansial yang harus dipenuhi oleh kandidat dalam
Pilkada, apalagi Pilkada dilaksanakan dalam 2 putaran?

Apa jaminan tidak adanya praktik mahar politik?

Bagaimana skema pembiayaan dalam Pilkada, terkait dengan kewajiban yang
dibebankan kepada kandidat, dan keawajiban yang dibebankan kepada partai?
Apa peran DPW dalam mendukung gerakan politik tanpa mahar?

Apa peran DPP dalam mendukung gerakan politik tanpa mahar?

Untuk Kandidat

Bagaimana penjelasan anda terkait indikasi adanya mahar politik pada saat awal
pencalonan di Pilkada DKI Jakarta?

Jika benar ada mahar, mahar seperti apa yang disyaratkan oleh partai tersebut?



10.

11.
12.

Apa tanggapan anda terkait dengan maraknya politik mahar dalam Pilkada?

Apa yang menyebabkan anda berubah pemikiran dari semula mencalonkan diri
melalui jalur independen karena ada indikasi mahar politik, kemudian akhirnya mau
menerima pinangan dari partai politik terutama Partai NasDem?

Bagaimana proses pencalonan anda oleh Partai NasDem sementara anda bukan
merupakan kader partai?

Benarkah Partai NasDem tidak mensyaratkan mahar dalam mendukung anda?
Apakah ada syarat yang harus dipenuhi oleh anda sebelum dan sesudah dicalonkan
oleh partai NasDem?

Apakah Partai NasDem menanyakan pada saat awal pencalonan terkait dengan
kemampuan finansial anda dalam menghadapi Pilkada?

Kewajiban finansial seperti apa saja yang menurut anda wajar untuk dikeluarkan
dari kantong pribadi dalam Pilkada dan diberikan kepada partai?

Kewajiban apa yang menurut anda tidak wajar dan memiliki indikasi kepada mahar
politik?

Adakah kontrak politik antara anda dengan Partai NasDem?

Bagaimana mekanisme pembagian finansial antara anda dan Partai NasDem untuk

memenuhi kebutuhan selama Pilkada?

Untuk Bawaslu, KPU, dan Perludem

Bagaimana cara untuk mengontrol terkait keberadaan mahar politik terutama di
Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017?

Apakah ada temuan dari Bawaslu, KPU, dan Perludem terkait mahar politik di
Partai NasDem?

Bagaimana peran dan masukan dari Bawaslu, KPU, dan Perludem dalam
menghilangkan praktik mahar politik?



DOKUMENTASI BERSAMA NARASUMBER

Bersama Bapak Bestari Barus, SH. Bersama Bapak Dedy Ramanta
(Wakil Ketua Bappilu DPW Partai NasDem DKI Jakarta) (Wakil Sekjen Bid. Renlitbang DPP Partai NasDem)

MPERLUDEM = BAWASLU

| PG

con: (021) 8300004; Fax: (021) 83795697

Bersama Mas Fadli Ramadhanil Bersama Bapak Muhammad Jufri, S.Sos., M.SI
(Peneliti Bidang Hukum Perludem) (Ketua Bawaslu DK Jakarta)



Nomor
Hal

ADDRESS
Kampus Terpadu UMY

UNIVERSITAS | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Program Studi llmu Hubungan Internasional ( Terakreditasi A, 2014 )
MU HA M MADIYAH - Program Studi llmu Pemerintah ( Terakreditasi A, 2014)
YO GYA](ARTA - Program Studi llImu Komunikasi ( Terakreditasi A, 2013 )

Unggul & Islami’ 4

1 215/A.2-VIIVII/2018
: [jin Penelitian

Kepada Yth.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

C.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
di Tempat

Assalaamuw’alaikum Wr. Wh.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya
adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami
memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Jjin
Penelitian kepada :

Nama : Iilka Nugraha Putra
No. Mahasiswa 120140520103
Program Studi : Jlmu Pemerintahan

Lokasi / Instansi Penelitian :
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Prov. DKI Jakarta

Waktu Penelitian :
3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :
Konsep Politik Tanpa Mahar Partai Nasional Demokrat (Studi Kasus Pilkada
DKI Jakarta Tahun 2017)

Wassalaamu’alaikum Wr. Wh.

JEidfl Purwaningsih, S.JP., M.Si
NIK.19690822 199603 163 038

CONTACT
Phone ©+62 274 387656 ext.120



Nomor
Perihal

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Februari 2018

Kepada Yth. :

074/1325/Kesbangpol/2018 Gubernur DKl Jakarta

Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta
di Jakarta

Memperhatikan surat :

Dari - Dekan Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor 1 215/A.2-Vill/ll/2018
Tanggal : 3 Februari 2018

Perihal :  lIzin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohenan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal :"KONSEP POLITIK TANPA MAHAR PARTAI
NASIONAL DEMOKRAT (STUDI KASUS PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017)”
kepada:

Nama :  EKA NUGRAHA PUTRA

NIM : 20140520103

No.HP/Identitas :  085224842937/3206340112950004

Prodi/Jurusan : limu Pemerintahan

Fakultas - Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Lokasi Penelitian - - DPW Partai Nasional Demokrat DKI Jakarta
- LAPAS Cipinang

Waktu Penelitian : 8 Februari 2018 s.d 8 Mei 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2 Tidak dibenarkan melakukan riset/peneliian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum. 3

PALA

BANGPOL DIY
X

RIYONO, SH
026 199203 1 004



NIava  RavAl(

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 18, Telepon : 021-3822968, Fax: 021-3841823

JAKARTA Kode Pos : 10110

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
NOMOR : 82/AF.1/31/-1.862.9/2018

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan

dan Penerapan limu Pengetahuan dan Teknologi;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengapn Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 tahun 2014;

3. Pgraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pelayafian Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan
Izin Penelitian.

6. Keputusan Gubernur Provinsi DKi Jakarta Nomor 549 Tahun 2016 tentang Tim Pemantauan
Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing.

Menimbang . a. Bahwa sesuai surat Kepala Badan KesbangPol DIY No. 074/1325/Keshangpol/2018 tanggal 6

Februari 2018;

b. Bahwa ugtuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan
perlu diterbitkan Surat Izin Wawancara, Studi Kepustakaan;

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil
verifikasi dan validasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta, berkas persyaratan administrasi surat izin penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta,memberikan 5'urat
Rekomendasi 1zin Penelitian kepada :

1. Nama :  Eka Nugraha Putra

2. No.KTP : 3206340112950004

3. Alamat :  Kp Babakan Tanjung RT 003/005 Kel Tanjungpura, Kec Rajapaloh,Kab Tasikmalaya
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan Wawancara, Studi Kepustakaan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Judul Penelitian . Konsep Politik tanpa Mahar Partai Nasional Demokrat (studi kasus Pilkada DKI Jakarta
Tahun 2017)

b. Tempat/Lokasi . DPW Partai Nasdem DK, KPU DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta, Lapas Cipinang

¢. Bidang Penelitian : Palitik

d. Waktu . 8Februari 2018 s.d 8 Mei 2018

e. Nama Lembaga . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/lembaga swasta yang akan
dijadikan obyek lokasi;

2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;

3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;

4. Surat Izin Penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang
beriaku.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

i /ep{Ia Dinaubk
Ci}«‘ -gz:la ang

NIP19711204199101101

Tembusan:
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKl Jakarta.



UNIVERSITAS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
- Program Studi llmu Hubungan Internasional ( Terakreditasi A, 2014 )
Mu HAMMAD]YAH - Program Studi llmu Pemerintah ( Terakreditasi A, 2014)

YOGYA KARTA - Program Studi lmu Komunikasi ( Terakreditasi A, 2013 )

Nomor :217/A.2-VII/11/2018
Hal : [jin Penelitian

Kepada Yth.
Bestari Barus, S.H.
di Tempat

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya
adalah menyusun Tulisan IImiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami
memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin
Penelitian kepada :

Nama : Eka Nugraha Putra
No. Mahasiswa 120140520103
Program Studi : llmu Pemerintahan

Lokasi / Instansi Penelitian :
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Prov. DKI Jakarta

Waktu Penelitian :
3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :
Konsep Politik Tanpa Mahar Partai Nasional Demokrat (Studi Kasus Pilkada
DKI Jakarta Tahun 2017)

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

—Titin Purwaningsih, S.IP.. M.Si
NIK.19690822 199603 163 038

ADDRESS CONTACT
Kampus Terpadu UMY Phone +62 274 387656 ext.120



UN]VERSITAS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi llmu Hubungan Internasional ( Terakreditasi A, 2014 )
Mu HAMMAD[YAH - Program Studi limu Pemerintah ( Terakreditasi A, 2014)
YOGYAKARTA - Program Studi limu Komunikasi ( Terakreditasi A, 2013 )

Nomor :216/A.2-VIII/II/2018
Hal : Jjin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur Eksekutif Perludem
di Tempat

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya
adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami
memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin
Penelitian kepada :

Nama : Eka Nugraha Putra
No. Mahasiswa 120140520103
Program Studi : [lmu Pemerintahan

Lokasi / Instansi Penelitian :
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Prov. DKI Jakarta

Waktu Penelitian :

3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :

Konsep Politik Tanpa Mahar Partai Nasional Demokrat (Studi Kasus Pilkada
DKI Jakarta Tahun 2017)

Wassalaamu’alaikum Wr. Wh.

P Purwaningsih, S.IP.. M.Si
NIK.19690822 199603 163 038

ADDRESS CONTACT
Kampus Terpadu UMY Phone +62 274 387656 ext.120



KOMISIPEMILIHANUMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI o
No. Pendaftaran (diisi petugas)*: ©2C:/.¢¢ \p.—o\o/\ /2ol

Nama . BKA MOGKLA\-{A PU‘\'R/A

Alamat KR
D¢ - TANMQUIGPORA,, mc-kkaA\’oLAH A TASIWA&A‘PA

gmsmcmo TANAUNG o3 lcs

Pekerjaan . MAHACISWA

Nomor Telepon/E-mail . 0652 2489 2437/ enugralagutm® vdigo cord

Rincian Informasi yang dibutuhkan IvEoEnEl BT RN . TR D e

. \& mo‘?e N
(tambahkan kertas bila periu) Bk s GnpAie ) SRR RO e
Duw&)éAr\) raR oL TERHABAP PAS Con)
ALOK ~ OLA ROT 3
Tujuan Penggunaan Informasi v DT DATA TAMBAHAR)  SKRIRST o erens

Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat™*
2. Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/scfiespy)™**
Cara Mendapatkan Salinan Informasi™ \)/ Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Jakarta, }§7..... r*:@‘?mr.s....zms
Pemohon Informasi Petugas Pelayanan Informasi

(Penerima Permohonan)
¢

NUGRAHA — RUTRA Q) Nb\,\ 'ba,\/m Uvﬁ,f))/la dmsz

"Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:
*  Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

e LS T IR S S S PRy RN A 2 v A BUAY
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‘Dewan Pimpinan Pusat

Partai NasDem

KEPUTUSAN DPP PARTAI NASDEM
Nomaor: | 2¢ -Kpts/DPP-NasDem/IX/2016

Tentang

PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINS! DI JAKARTA TAHUN 2017
DARI PARTAI NASDEM

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, berdasarkan
usulan Dewan Pimpinan Wilavah Partai NasDem Provinsi DKl Jakarta sesuai dengan
mekanisme internal Partar NasDem dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur Provins] DKI Jakarta Tahun 2017, maka dengan ini menyetujld dan menetapkan
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi OK! Jakarta sebagai berikut:

7. Nama Calon Gubemur {r. Basuki Tighaja Purnama, SE., MM
2 Nama Calon Wakil Gubernur : Djarot Saitul Hidayat

qa Calon Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi DK Jakarta dari Partai NasDem.
Demikian Keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
mesiinya,

Jakarta, 2o September 2016

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASDEM

SURYA PALDOH NINING INDRA SHALEH
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Ketus Majelis Tinggl Parlal NasDem
2 Korwa! PP Partar NasDem Wilavah Ul Jakarta
3 Hetua DPW Partai MasDem Provinst DK dakaria
4 Fdr & Basule Tjahgia Purnama, kb

Sdr Laret Saifu! Hidayat

Arsip

Pagelofl {'\ {
Lo




MODEL B KWK
PARPOL

SURAT PENCALONAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, bersama ini didafiarkan Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakaria oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan
Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Partai Politik, yang meliputi:

I Partai Demnokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan kursi sebanyak 28 kursi;
2 Partai Hati Nurani Rakyat dengan perolehan kursi sebanyak 10 kursi;
8. Partai Golongan Karya dengan perolehan kursi sebanyak ¢ kursi;

4, Partai NasDem dengan perolehan kursi sebanyak 5 kursi.

Jumlah keseluruhan kursi sebanyak 52 Kursi dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD
Provinsi sebanyak 106 kursi atau paling sedikit 25% dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota
DPRD Provinsi sebanyak 4.537.227 suara sah.

Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didaftarkan :

i Calon Gubernur :

ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM

Calon Wakil Gubernur :

Drs. H. BJAROT SYAIFUL HIDAYAT, M.Si

1]

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan
dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Afas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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Jakarta, . September 2016
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik
Provinsi DKI Jakarta
Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai
g
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PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KBUSUS IBUKGTA JAKARTA
Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM DAN Drs. H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, MS

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode 2016 s/d 24 Oktober 2016

Tanggal Pembukaan Rekening : 13 Oktober 2016
Nama Bank : BCA KCP Kebon Sirih
Nomor Rekening : 68156-77777
Nomor Uraian Rp. Unit Keterangan
A. Penerimaan
1. Pasangan Calon 1,000,000
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik {Total 208,938,000 |
3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan -
4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok -
3. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta &
6. Lain-Lain Komitmen -
B. Pengeluaran
1. Pengeluaran Operasi
3. __Pertemuan terbatas 7
b. Pertemuan tatap muka 28,388,000
¢.__Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak
d. _Pembuatan design alat peraga kampanye 51,050,000
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
f. _Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
g.  Lain-lain 91,473,100
2 Pengeluaran Modal
a. Pembelian Kendaraan
b. Pembelian Peralatan 11,774,800
2 Lain-lain
3 Pengeluaran lain-lain
a. Pemberian Piutang
b. Pembayaran Utang




/]
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Nomor Uraian Rp. Unit Keterangan
G SALDO PER
Kas di Rekening Khusus 1,000,000
Kas di Tangan (Cash on Hand) 26,252,100
Barang
Tagihan kepada
Utang
CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR

A
i o /g{f\/\/m}s .

=
Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM g Drs. H. n;amnun. Ms
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PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA
iR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM, DAN DRS. H. DIAROT SAIFUL HIDAYAT, MS.

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE :
PERIODE 25 OKTOBER 2016 /4 10 DESEMBER 2016 !

Tanggal Pembukaan Rekening + 13 Qldnber 2016
Nomer Bank « BOA KCP Kebon Sirih
Nemer Rekening - 68186.77777

RP. UNIT KETERANGAN

1,006,000 Tidak burobah ssiak LADR,

208 738,000 Thdak berubish LADK
18503 508 22> Data i
4.952.000.000 Dot torisrgls
Bavvyak forrnutie yang masih harus dilengiags NPWP dan

TP, dan dizuradlon ke Yienses. Pods wrigrme, ads inda 1+
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Kelerangan.
Laporan ini disusun oleb Pasangan Calen den Gobungan Partsi Politk

Jakarta, 20 Desember 2016

CALON WAKIL GUBERNUR

Charles Honoris
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PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM DAN Drs. H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, MS

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 Oktober 2016 s/d 10 Pebruari 2017

Tanggal Pembukaan Rekening 13 Oktober 2016
Nama Bank BCA KCP Kebon Sirih
RNomor Rekening 68156-77777
Al Saido PER 10 Februari 2017 6,493,398,912
Kas di Rekening Khusus 6,452,394,952
Kas di tangan 41,003,960
Barang -
Tagihan kepada =
Utang -
B. Penerimaan
i Pasangan Calon 1,000,000
2 Partai Politik dan / atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan} -
3 Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 42,907,689,780
4 Sumbangan Pihak Lain Kelompok -
5 Sumbangan Pihak Lain Badan Hutam Swasta 15,487,500,000
6 Lain - Lain Komitmen =
7 Uncollected Form 1,772.030,825
8 Penerimaan Lain-lain (Bank) 22,139,420
TOTAL PENERIMAAN 60,190,360,025
1 Pengeluaran
1 Pengeluaran Operasional
a. Pertemuan terbatas 9,291,027,250
b. Pertemuan tatap muka 7.389.499,642
¢. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik 217,085,000
d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum 24,517,957,500
e. _Pembuatan design alat peraga kampanye 223,142,652
f. Rapat Umum 5,311,722,300
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan 1,879,024,660
h. Lain-lain:
1 ATK 6,884,300
2 Honor Tenaga Kerja 851,900,000
3 Keamanan 799,000,000
4 Transportasi 135,562,485
§ Lain-lain 695,568,620
6 Operasional Posko 1,445,166,704
i. _Jasa Managemen / Konsultan
1 Konsultan Media 537,050,000
2 Konsultan Lainnya -
2. Pengeluaran Modal
a.  Pembelian Kendaraan -
b.  Pembslian Peralatan 396,370,000
¢ Lain-fain -




Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM

A_DJA

C. Pengeluaran
Pengeluaran Operasional
a. Pertemuan terbatas 9,291,027,250
b. Pertemuan tatap muka ] 7,389,499,642
¢._Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik 217,085,000
d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum 24,517,957,500
¢. Pembuatan design alat peraga kampanye 223,142,652
f. Rapat Umum 5,311,722,300
€. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan 1,879,024,660
h. Lain-lain:
1 ATK 6,884,300
2 Honor Tenaga Kerja 851,900,000
3 Keamanan 799,000,000
4 Transportasi 135,562,485
S Lain-lain 695,568,620
6 Operasional Posko 1,445,166,704
i. Jasa Managemen / Konsuitan
1 Konsultan Media 537,050,000
2 Konsultan Lainnya -
Pengeluaran Modal
a,  Pembelian Kendaraan -
b.  Pembelian Peralatan 396,378,000 |
c Lain-lain -
Pengeluaran lain-lain
a.  Pemberian Piutang -
b.  Pembayaran Utang -
TOTAL PENGELUARAN 53,696,961,113
D. SALDO PER 10 Februari 2017 6,493,398,912
Kas di Rekening Khusus /' 6,452,394,952
Kas di tangan 41,003,960
Barang -
Tagihan kepada -
Utang -
CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR

Drs. H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, MS




